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[bookmark: _Toc227774850]BAB II                                                                                      TINJAUAN PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc219444194][bookmark: _Toc227774851]Penelitian Terdahulu
Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dalam mendukung penelitian, mengenai Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kantor Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Disajikan sebagai berikut.
[bookmark: _Toc226585201][bookmark: _Toc226585238]Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu 
	No.
	Peneliti dan Tahun
	Judul, Tujuan, Manfaat, dan Metode Penelitian
	Hasil Penelitian, Perbedaan, dan Persamaan

	1.
	Ahmad Ridha Amrullah (2024)
	Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kantor Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan SKTM. 
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa dalam meningkatkan Kualitas pelayanan, khususnya melalui optimalisasi penggunaan teknologi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. 
Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan telah memenuhi lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Meskipun demikian, masih diperlukan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. 
Persamaan dengan penelitian ini  dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta analisis lima dimensi kualitas pelayanan. 
Adapun perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada dimensi keandalan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian waktu pelayanan akibat ketidakhadiran Kepala Desa, yang kemudian berdampak pada dimensi jaminan yaitu belum adanya kepastian waktu penyelesaian pelayanan.

	2.
	Dita Laela Nur Rachma (2023)
	Kualitas Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Balai Desa Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Tujuan penelitian ini  adalah untuk mendeskripsikan kondisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengurusan SKTM. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat desa dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan, kejelasan informasi, serta sikap pelayanan. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
	Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih belum berjalan secara optimal, terutama pada dimensi bukti fisik, keandalan, dan empati. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan fasilitas yang tersedia serta kurangnya penyampaian yang jelas kepada masyarakat. 
Persamaan dengan penelitian ini terletak pada temuan bahwa kualitas pelayanan yang belum optimal. Sementara itu, perbedaannya terletaknya pada fokus permasalahan, yaitu pada dimensi keandalan dan daya tanggap, terkait dengan ketidaktepatan waktu pelayanan serta kurangnya kejelasan informasi mengenai proses penyelesaian pelayanan yang menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat.

	3.
	Muhammad Gilang Permana (2025)
	Kualitas Pelayanan Aparatur Desa dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keandalan pelayanan serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. 
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian aspek pelayanan telah berjalan dengan baik, namun terdapat kelemahan pada dimensi keandalan yaitu keterbatasan kemampuan aparatur serta belum adanya SOP yang jelas dan terstruktur. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menemukan adanya kelemahan pada dimensi keandalan. 
Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini kelemahan pada dimensi keandalan yang disebabkan oleh kedisiplinan dan kehadiran aparat desa, khususnya Kepala Desa, yang berdampak langsung pada keterlambatan pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga ditemukan kelemahan pada dimensi jaminan, yaitu belum adanya kepastian terkait waktu dan prosedur pelayanan.

	4.
	Mutiara Kartika Dewi (2024)
	Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus pada Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu). 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan. 
Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek ketepatan waktu dan penyampaian informasi. 
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek ketepatan waktu serta  kurangnya optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat. 
Persamaan dengan penelitian ini terletak pada adanya permasalahan yang sama, yaitu terkait dengan ketepatan waktu pelayanan. 
Sementara itu, perbedaannya terletak pada dimensi keandalan tetapi juga berkaitan dengan dimensi daya tanggap yang berkaitan dengan kejelasan informasi pelayanan, serta dimensi jaminan yang berkaitan dengan ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan.

	5.
	Puspitasari (2024)
	Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan dalam proses pembuatan SKTM. 
Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah Desa dalam meningkatkan ketepatan pelayanan. 
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dalam ketepatan sasaran pelayanan. 
Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu mengenai kualitas pelayanan SKTM dengan pendekatan kualitatif. 
Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih memfokuskan pada kualitas proses pelayanan berdasarkan lima dimensi, khususnya pada dimensi keandalan yaitu ketidaktepatan waktu pelayanan, empati yaitu kurangnya perhatian aparatur dalam merespon aspirasi masyarakat, serta bukti fisik seperti keterbatasan sarana dan prasarana, yang menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.


[bookmark: _Toc219444195]
[bookmark: _Toc227742461][bookmark: _Toc227774852]Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu 2023-2025.
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kualitas pelayanan pembuatan SKTM masih menghadapi berbagai kendala yang hampir sama, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya kejelasan informasi, serta belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan. Namun, berdasarkan temuan pada penelitian di Kantor Desa Mangkarap, kendala yang ditemukan yaitu tidak hanya pada fasilitas dan informasi, tetapi juga pada ketidaksesuaian waktu pelayanan, keterlambatan akibat menunggu Kepala Desa, kurangnya kejelasan waktu penyelesaian, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran.
B. [bookmark: _Toc227774853]Landasan Teori
1. [bookmark: _Toc219444196][bookmark: _Toc226581106][bookmark: _Toc226581738][bookmark: _Toc227171480][bookmark: _Toc227742463][bookmark: _Toc227774854]Pengertian Administrasi Publik
Administrasi publik dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok individu maupun lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara efektif dan efisien (Harbani Pasolong, 2010:8).
Selain itu, administrasi publik juga diartikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya dan aparatur publik yang terorganisasi serta terkoordinasi dalam rangka merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Keban 2008: 4).
Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, administrasi merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.
Selanjutnya, Keban (2008: 4) yang menjelaskan bahwa administrasi publik ini menggambarkan peran pemerintah sebagai aktor utama dalam pengendalian suatu kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran aktif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, sedangkan masyarakat cenderung berada pada posisi sebagai pihak penerima kebijakan yang diharapkan dapat menyesuaikan diri serta menerima berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Paradigma Administrasi Publik
Perkembangan ilmu administrasi publik tidak terlepas dari dinamika perubahan paradigma, menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003) didalam Sabaruddin (2015), administrasi publik mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan, yaitu perkembangan ilmu administrasi publik dapat dibagi ke dalam dua paradigma yang besar, yaitu New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). 
Kedua paradigma ini mencerminkan perubahan pada orientasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menunjukkan pergeseran cara pandang mengenai peran pemerintah, birokrasi, dan hubungan antara negara serta warga negara.
a. Paradigma New Public Management (NPM) (1990–2000)
Paradigma NPM, mulai berkembang pada sekitar tahun 1990an, yaitu sebagai respon dalam menghadapi kelemahan birokrasi tradisional yang dinilai lambat, tidak fleksibel dan efisien, serta terlalu kaku dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pendekatan NPM ini, juga dapat mendorong pengelola organisasi publik untuk lebih inovatif serta berorientasi pada hasil yang nyata. Pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai manajer yang dituntut agar mampu mengelola sumber daya secara efektif. NPM juga mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti berikut ini:
1. Orientasi pada hasil (result-oriented), yaitu menekankan pada pencapaian output dan outcome yang terukur.
2. Pengukuran kinerja, yaitu ada indikator yang jelas untuk menilai keberhasilan pelayanan.
3. Kompetisi dan mekanisme pasar, seperti kontrak kerja.
4. Efisiensi dan produktivitas, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal.
Didalam paradigma ini juga, masyarakat diposisikan sebagai pelanggan (customers) yang harus dilayani secara cepat, tepat, serta memuaskan. Namun demikian, salah satu kritik utama untuk NPM yaitu kecenderungannya yang menitikberatkan pada aspek efisiensi ekonomi sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta prinsip-pinsip demokrasi dalam pelayanan publik.
b. Paradigma New Public Service (NPS)
Sebagai bentuk kritis, respon serta penyempurnaan mengenai keterbatasan paradigma NPM, Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003) kemudian memperkenalkan juga paradigma New Public Service (NPS). Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa pelayanan publik tidak dapat disamakan dengan praktik bisnis di dalam sektor swasta karena pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menjaga nilai-nilai demokrasi serta kepentingan publik. 
Dalam paradigm NPS, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga negara (citizens) yang memiliki hak, kewajiban, serta peran aktif dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat lebih partisipatif dan kolaboratif.
Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik bukan hanya sekedar untuk mencapai efisiensi atau keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai publik (public value) yang mencerminkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan publik harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. 
Paradigma NPS juga menegaskan bahwa aparatur pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelayan administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mencapai kepentingan bersama. Dalam hal ini, pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan kolektif, bukan hanya semata-mata pada kepuasan individu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari NPM ke NPS menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada efisiensi dan manajemen menuju pendekatan yang lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan pelayanan kepada warga negara secara menyeluruh. 
Menurut Ewan Ferlie et al (1996) yang mengemukakan bahwa ada perkembangan 4 (empat) model di dalam The New Public Management, yaitu sebagai berikut:
a. The Efficiency Drive (Dorongan Efisiensi), yaitu dengan menekankan efisiensi dan pengendalian keuangan.
b. Downsizing and Decentralization (Perampingan dan desentralisasi), yaitu dengan memfokuskan pada pengurangan struktur organisasi dan desentralisasi kewenangan.
c. In Search of Excellence (Mencari Keunggulan), yaitu dengan memfokuskan pada pengembangan budaya organisasi.
d. Public Service Orientation (Orientasi pelayanan Publik), yaitu yang mulai mengarah pada peningkatan suatu kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
3. [bookmark: _Toc219444202][bookmark: _Toc226581107][bookmark: _Toc226581739][bookmark: _Toc227171481][bookmark: _Toc227742464][bookmark: _Toc227774855]Pengertian Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengeritian kualitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kualitas diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya sesuatu hal, yang mencerminkan mutu, kadar atau derajat tertentu. Istilah “sesuatu” dalam definisi tersebut bersifat luas karena dapat merujuk berbagai hal, seperti barang, jasa, kondisi maupun proses.
Kualitas pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan produk, jasa, proses, serta suatu lingkungan yang mampu memenuhi harapan pengguna yaitu masyarakat. Dari definisi ini menegaskan bahwa kualitas dapat mencerminkan tentang hubungan antara produk yang diberikan dengan kemampuan dalam memenuhi ekspektasi, sehingga menghasilkan kepuasan bagi penerima layanan, khusunya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Groetsch dan Davis (Tjiptono, 1997) yang dikutip oleh Hardiyansyah (2018:49).
[bookmark: _Toc216627886]Selanjutnya, “quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs” yang bermakna bahwa suatu kualitas itu dapat mencakup seluruh karakteristik, baik dari sifat suatu produk atau pelayanan juga dapat menentukan kemampuannya didalam memenuhi suatu kebutuhan yang bisa dinyatakan maupun yang tersirat, sebagaimana yang dikutip dari Kotler (1997) dalam Hardiyansyah (2018:49).
b. Pengertian Pelayanan
Menurut KBBI yang Dikutip dalam Hardiyansyah (2018:13), pelayanan memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai proses atau cara dalam melayani, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pihak lain yang umumnya disertai imbalan, serta sebagai bentuk pemberian kemudahan dalam kegiatan yang berkaitan dengan barang maupun jasa.
Secara umum, pelayanan dapat dipahami sebagai aktivitas yang bertujuan membantu, menyiapkan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber daya melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu yang berguna untuk memenuhi kepentingan masyarakat sesuai hak yang seharusnya diterima. Dengan demikian, pelayanan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu proses yang saling berkaitan. Hal ini sejalan dengan pendapat Moenir (2010:26).
Selain itu, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) dalam Harbani Pasolong (2013), pelayanan merupakan segala bentuk aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sementara itu, Moenir (2003:16) menegaskan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui aktivitas langsung kepada masyarakat.


c. Pengertian Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat di dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif oleh instansi atau lembaga penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik juga dapat dipahami sebagai upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Negara sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat memiliki tujuan yaitu utama untuk meningkatkan kesejahteraan publik melalui penyediaan layanan yang memadai, Sinambela (2006:5).
Menurut Pasolong (2016:128) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, menurut Hardiyansyah (2018:55), konsep kualitas pelayanan dapat dianalisis melalui perspektif perilaku konsumen (consumer behavior), yaitu tindakan masyarakat dalam mencari, menggunakan, serta mengevaluasi layanan yang mereka terima. Sementara itu, Ibrahim (2008) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik bersifat dinamis karena berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, serta dinilai secara langsung saat pelayanan berlangsung.
Kualitas pelayanan menjadi instrumen penting bagi masyarakat dalam menilai kinerja organisasi atau instansi pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat yang diinginkan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dalam Hardiyansyah (2018:50) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama yang dikenal dengan konsep SERVQUAL, yaitu sebagai berikut:
a. Bukti Fisik (Tangible), yaitu dengan menyediakan fasilitas fisik dan sarana pendukung pelayanan, penampilan petugas yang profesional, bersih, serta rapi, sehingga mendukung persepsi mengenai kualitas pelayanan secara keseluruhan.
b. Keandalan (Reliability), yaitu suatu kemampuan dalam menyediakan layanan yang bertujuan untuk memberikan jasa secara tepat, konsisten, serta sesuai dengan harapan masyarakat.
c. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu suatu kemampuan didalam menyediakan layanan yang berguna untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan secara tepat, cepat, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan yaitu masyarakat.
d. Jaminan (Assurance), yaitu suatu pengetahuan, kesopanan, serta kemampuan seorang pegawai didalam membangun rasa percaya masyarakat dengan instansi penyediaan pelayanan tersebut. Dimensi ini juga mencakup komunikasi yang efektif, kredibilitas, keamanan, kompetensi, serta kesopanan.
e. Empati (Empathy), yaitu suatu perhatian serta kepedulian petugas secara individual yang diberikan kepada setiap masyarakat, sehingga masyarakat merasa diperhatikan secara personalnya.
Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, kualitas pelayanan dapat diidentifikasi dengan melalui lima dimensi utama, yaitu bukti Fisik (tangible), keandalan (reliability), ketanggapan (Responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Di setiap dimensi juga memiliki indikator yang dapat menggambarkan aspek-aspek pelayanan, sebagai berikut ini:
a. Bukti Fisik (Tangible)
Pada dimensi ini yaitu, menggambarkan mengenai kualitas pelayanan yang tampak melalui sarana dan prasarana fisik, termasuk dalam fasilitas perkantoran, penggunaan sistem digitalisasi, ruang tunggu, serta penyediaan informasi. Indikator yang meliputinya seperti berikut:
a. Penampilan petugas didalam memberikan pelayanan.
b. Kenyamanan tempat pelayanan.
c. Kemudahan proses pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
d. Kedisiplinan petugas didalam bekerja.
e. Kemudahan akses masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan.
f. Penggunaan alat bantu yang mendukung kelancaran pelayanan.
b. Keandalan  (Reliability)
Pada dimensi ini, menunjukkan suatu kemampuan didalam penyelenggaraan layanan yang bertujuan supaya dapat memberikan pelayanan yang akurat, tepat, serta dapat dipercaya. Indikator yang meliputinya yaitu:
a. Kecermatan petugas dalam melaksanakan pelayanan.
b. Ketersediaan standar pelayanan yang jelas.
c. Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu didalam pelayanan.
d. Keahlian petugas didalam mengoperasikan alat bantu didalam pelayanan.
c. Daya Tanggap (Responsiveness)
Pada dimensi ini, dapat mencerminkan pada kesiapan seorang petugas yang membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, serta tanggap dengan kebutuhan masyarakat. Indikator yang meliputinya yaitu:
a. Kesediaan petugas merespon setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
b. Kecepatan petugas didalam memberikan pelayanan.
c. Ketepatan petugas didalam melaksanakan pelayanan.
d. Kecermatan petugas didalam menyelesaikan proses pelayanan.
e. Ketepatan waktu petugas didalam memberikan pelayanan.
d. Jaminan (Assurance)
Pada dimensi ini, yang berkaitan dengan suatu kemampuan petugas dalam memberikan rasa aman serta kepercayaan kepada masyarakat dengan melalui etika, moral, serta kompetensi yang dimiliki. Berikut ini Indikator yang meliputinya:
a. Jaminan ketepatan waktu pelayanan.
b. Jaminan biaya pelayanan.
c. Jaminan legalitas pelayanan.
d. Jaminan kepastian biaya yang diberikan kepada masyarakat.
e. Empati (Empathy)
Pada dimensi ini, juga menekankan pada perhatian serta kepedulian seorang petugas mengenai kebutuhan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang ramah, sopan, serta tidak membeda-bedakan. Indikatornya meliputinya sebagai berikut ini:
a. Mendahulukan kepentingan masyarakat didalam pelayanan.
b. Sikap ramah petugas didalam melayani.
c. Sikap sopan santun petugas selama proses pelayanan.
d. Pelayanan yang tidak membeda-bedakan masyarakat.
Kualitas pelayanan dapat dipahami dengan cara mendekripsikan persepsi masyarakat mengenai layanan yang mereka terima dengan standar pelayanan yang mereka inginkan. Apabila layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dari masyarakat, maka kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai baik serta memuaskan. Sebaliknya apabila suatu layanan yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan mereka, maka kualitas pelayanan tersebut bisa dinilai kurang baik atau bahkan belum memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.
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4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip pelayanan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman agar proses pelayanan dapat berlangsung secara efektif, terarah, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/PAN/7/2003, terdapat beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan, yaitu sebagai berikut:
a. Kesederhanaan Prosedur, yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat, serta mudah untuk dilaksanakan.
b. Kejelasan, meliputi kejelasan mengenai persyaratan teknis dan administratif, pihak atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelayanan, serta transparansi terkait biaya dan mekanisme pembayarannya.
c. Kepastian Waktu, yaitu adanya jaminan bahwa pelayanan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
d. Akurasi, yaitu hasil pelayanan publik yang diterima dengan benar, tepat, dan sudah sah.
e. Keamanan, yaitu pelayanan yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum atas produk layanan yang diberikan. 
f. Tanggung Jawab, yaitu adanya kejelasan pihak yang bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelayanan.
g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, baik berupa peralatan kerja maupun sarana teknologi seperti komunikasi dan sistem informasi.
h. Kemudahan Akses, yaitu pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik dari segi lokasi maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi.
i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, yaitu sikap petugas yang profesional, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
j. Kenyamanan Lingkungan, yaitu seperti kondisi tempat pelayanan yang tertib, bersih, rapi, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya yang berguna untuk menunjang kenyamanan masyarakat. 
5. Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Publik
Faktor yang dapat menjadi penghambat didalam proses pelayanan publik, pada dasarnya dapat memperlambat proses pemberian layanan kepada masyarakat. Hambatan tersebut seringkali muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja penyedia layanan. Menurut Zeithaml dalam Kurniawan (2016), terdapat empat bentuk kesenjangan utama yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:
a. Ketidakpahaman mengenai harapan masyarakat, yaitu kondisi ketika penyedia layanan seperti tidak memahami secara jelas dan tepat, mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan serta diharapkan oleh masyarakat sebagai penguna layanan.
b. Penetapan standar pelayanan yang kurang tepat, yaitu ketika standar, ukuran atau kriteria pelayanan yang ditetapkan tidak tegas serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
c. Ketidaksesuaian dalam penyampaian pelayanan, yaitu situasi di mana ketika perilaku atau kinerja petugas di dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari segi sikap, cara berkomunikasi, maupun proses pelayanan itu sendiri.
d. Harapan yang berlebihan serta terlalu tinggi akibat janji yang berlebihan, yaitu kondisi ketika penyedia layanan memberikan komitmen dan janji yang melebihi kemampuan tidak dapat dipenuhi, sehingga berujung menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang menerimanya.
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a. Jenis-jenis pelayanan pemerintah Secara Umum
Secara umum, pelayanan publik dapat dikelompokkan ke beberapa bagian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003. Pelayanan publik dibagi kedalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu kelompok pelayanan administratif, kelompok pelayanan barang serta kelompok pelayanan jasa, sebagai berikut ini: 
1. Pelayanan Administrasi merupakan jenis layanan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk legalitas, identitas, maupun dasar dalam pengurusan berbagai kepentingan administrasi. Dokumen yang dihasilkan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan status kependudukan, sertifikasi kompetensi, serta bukti kepemilikan atau penguasaan suatu aset. Contoh layanan ini antara lain penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), paspor, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta sertifikat tanah yang berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Pelayanan Barang, jenis pelayanan yang menghasilkan produk berupa barang yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Layanan ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah atau pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyediakan kebutuhan dasar, seperti jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, serta berbagai bentuk barang publik lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat.
3. Pelayanan Jasa, yaitu merupakan layanan yang menghasilkan manfaat dalam bentuk jasa untuk menunjang kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Bentuk layanan ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan jasa publik lainnya yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. 
b. Jenis-Jenis Pelayanan Pemerintah Desa
Kewenangan pemerintah desa di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Kewenangan tersebut meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. 
4. Kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa juga dapat dikelompokkan sebagai berikut ini.
1. Pelayanan dasar, yaitu layanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan kebutuhan pokok masyarakat desa yang menjadi bagian dari kewenangan asal-usul desa. Contohnya meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pelayanan ini dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
2. Pelayanan administrasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan pengurusan dokumen dan kegiatan administratif, baik yang berasal dari kewenangan desa maupun pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah. Pelayanan ini meliputi:
a. Pelayanan Perizinan, seperti pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah sederhana desa tertentu serta pengelolaan irigasi desa.
b. Pelayanan Nonperizinan, seperti pemberian rekomendasi terkait kegiatan tertentu, misalnya pengelolaan sumber daya alam di desa.
c. Rekomendasi Perizinan Tertentu, seperti rekomendasi pembangunan skala kecil atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di sekitar desa, serta penerbitan surat keterangan tertentu contohnya seperti rekomendasi pemberian izin pembukaan lahan pertambangan di dekat desa, pemberian surat keterangan seperti surat keterangan warga miskin, dan lain-lain.
d. Pendataan, yaitu kegiatan pendataan masyarakat, seperti administrasi kependudukan dan kondisi sosial masyarakat. 
3. Pelayanan administrasi umum, yaitu sebagian besar merupakan pelimpahan tugas dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten/kota, karena kewenangan administratif desa secara mandiri relatif terbatas dan telah terintegrasi dalam sistem nasional.
4. Pelayanan sosial, yaitu kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk masyarakat adat, serta penanggulangan berbagai permasalahan sosial seperti bencana alam. Pelayanan ini mencerminkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat desa.
5. Pelayanan lainnya, yaitu merupakan bentuk layanan yang bersifat tidak tetap, biasanya berasal dari program pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Contohnya adalah penyaluran bantuan sosial seperti beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan lainnya. Jenis pelayanan ini seringkali sulit diprediksi karena pelaksanaannya tergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga desa harus menyesuaikan diri dalam pelaksanaannya.
Jenis-jenis pelayanan administrasi yang juga tersedia pada Kantor Desa Mangkarap yaitu surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian, surat keterangan belum menikah, surat keterangan cerai, surat keterangan domisili, surat keterangan izin usaha, surat keterangan penghasilan, surat rekomendasi, serta pelayanan lainnya itu seperti pembagian beras untuk masyarat miskin (Raskin), pembagian bantuan tunai langsung dana desa (BLTDD), bantuan sosial (Bansos), serta program keluarga harapan (PKH).
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang fakir miskin, yang dimaksud dengan fakir miskin adalah individu atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber penghidupan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. 
Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, seperti pengajuan beasiswa, memperoleh bantuan sosial, serta mendapatkan keringanan biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Surat Keterangan Tidak Mampu juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai program bantuan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan domisili pemohon. Proses Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SOP) pada Kantor Desa Mangkarap yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan, sebagai berikut ini: 
a. Masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu datang langsung untuk mengajukan permohonan kepada sekretaris desa atau petugas desa Mangkarap. 
b. Masyarakat menyerahkan dokumen persyaratan, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta surat pengantar yang ditandatangani oleh RT. 
c. Sekretaris desa atau petugas desa Mangkarap melakukan pemeriksaan dokumen, untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data, yang sesuai dengan identitas masyarakat.
d. Setelah dokumen lengkap, sekretaris desa atau petugas desa Mangkarap membuat Surat Keterangan Tidak Mampu serta disesuaikan dengan format yang resmi dan berlaku. 
e. Setelah pembuatan sudah selesai dibuat, Surat Keterangan Tidak Mampu kemudaian diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani. 
f. Setelah itu, Surat Keterangan Tidak Mampu diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan sesuai dengan keperluan. 
g. Salinan arsip Surat Keterangan Tidak Mampu lalu kemudian disimpan oleh Sekretaris desa atau petugas desa Mangkarap untuk keperluan administratif.
Dalam pelaksanaannya, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dipungut biaya (gratis), sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria.
 Adapun persyaratan administratif pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kantor Desa Mangkarap, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, secara umum yang diperlukan secara umum, meliputi sebagai: 
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
c. Surat Pengantar yang ditandatangani RT.
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	Teori Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988)
Lima dimensi kualitas pelayanan:
1. Bukti Fisik (Tangible)
2. Keandalan (Reliability)
3. Daya Tanggap (Resposiviness)
4. Jaminan (Assurance)
5. Empati (Empathy)
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2. Penyerahan Persyaratan Administrasi 
3. Pemeriksaan dan Verifikasi Data
4. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
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